Akal-akalan
Biaya Admin
Listrik

BIAYA administrasi pada pembayaran
tagihan listrik online ditengarai penuh
akal-akalan. Kutipan yang dimulai tahun
2000 itu melabrak banyak aturan,
termasuk tak meminta izin ke
Dewan Perwakilan Rakyat.
Penelusuran Tempo bahkan
menemukan indikasi
pelanggaran terhadap
37 Undang-Undang Antikorupsi.

) Uang pelanggan Rp 42,5
o miliar per bulan—setengah
triliun rupiah per tahun—diduga
jadi bancakan yayasan dan
i mitra PLN.
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UIT itu sungguh menggiur-
kan: Rp 42,5 miliar per bu-
lan. Dalam setahun, duit
itu mencapai lebih dari se-
tengah triliun dan cukup
untuk membeli empat turbin sekelas
pembangkit listrik di Borang, Suma-
tera Selatan. Inilah ongkos tambahan
yang dibayarkan sekitar 17 juta—dari
total 40-an juta—pelanggan PT Per-
usahaan Listrik Negara (PLN) yang
menggunakan jasa pembayaran secara
online melalui bank.

Sepintas, ongkos ekstra itu tak jadi
masalah. Sudah lazim bank memungut
biaya atas setiap transaksi yang meng-
gunakan fasilitas miliknya. Namanya:
fee based income. Tapi bagi Nyonya
Mustafa pungutan itu terasa seperti
tipu-tipu. Ia tak pernah diberi tahu
PLN soal biaya ekstra ini. PLN juga tak
memisahkan kuitansi biaya tambahan

Terobosan Berbuah Pungutan =

Sebelum 1970 1970 1980

Rekening listrik  Lahir ketentu-  PLN mulai menjalin
ditagih dari antentang pe-  kerja sama dengan
pelanggan satu  nataan data bank dan koperasi unit
per satu, kemu-  pelanggan. desa. Mulai diperkenal-
dian disetor ke Pembayaran kan sistem komputeri-
PLN. listrik melalui sasi dalam penagihan.

loket PLN.
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itu dan struk setrumnya, yang per bu-
lanrata-rata Rp 150 ribu.

Warga Ciledug, Tangerang, itu baru
ngeh ada biaya ini setelah Tempo me-
minta ia memeriksa struknya. Di kui-
tansi tertulis: biaya admin Rp 1.500.
"Selama ini, saya hanya melihat total
biaya yang harus dibayar,” ujar perem-
puan 50 tahun yang membayar di loket
PLN di dekat rumahnya itu, Senin per-
tengahan bulanlalu.

Toh, banyak juga pelanggan PLN
yang awas. Mereka menebar protes:
ke koran dan majalah, ke yayasan per-
lindungan konsumen, atau berkeluh-
kesah kepada anggota Komisi Energl
Dewan Perwakilan Rakyat seperti di
Magelang, Jawa Tengah. ;

Penelusuran Tempo menemukan, bi-
aya daring (dalam jaringan)—bahasa
Indonesia untuk kata online—itu te-
lah melanggar banyak aturan. Advoka-
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Pembayaran listrik bebas biaya administrasi
di PLN Menteng di Gambir, Jakarta.

si Konsumen Listrik Indonesia bahkan
punya tudingan gawat. "Praktek ini
diduga korupsi. Ada pemaksaan dan
gdla pihak yang diperkaya oleh praktek
ini,” ujar Yunan Lubis, ahli hukum ke-
listrikan dan sekretaris jenderal lem-
baga swadaya masyarakat itu.

eoe

Perusahaan listrik pelat merah itu
semula menamai sistem online ini
PraQtisatau Pembayaran Tagihan Lis-
trik Fleksibel dan Otomatis. Sistem
yang mengubah pembayaran konven-
sional ini diluncurkan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Purnomo
Yusgiantoro pada peringatan Hari Lis-
trik Nasional, 27 Oktober 2000.

Gagasan menerapkan PraQtis sebe-

1996 1998

PT Sarana Yukti Sarana Yukti Bandhana
Bandhana berdiri menawarkan konsep
pada 1989 dengan  online untuk pembayaran
modal Rp 500 rekening listrik. Sarana

juta—merancang
jaringan antarbank
MLPO-Qnet.

dan PLN menandata-
ngani kontrak kerja sama
selama lima tahun.
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Supanca Siswamartana, Tjatur Sapto
Edy, dan Azis Sabarto.

narnya sudah muncul pada 1992, ke-
tika PLN dipimpin Muhammad Zuhal.
Idenya dari Azis Sabarto dan Supanca
Siswamartana. Azis kala itu Wakil Di-
rektur Tarif dan Niaga, sedangkan Su-
panca adalah Kepala Dinas Pelayanan
Pelanggan PLN Pusat.

Cita-cita PraQtis sesungguhnya cu-
kup mulia. Manajemen PLN mengang-
gap cara konvensional rawan korupsi,
ruwet, dan rentan dirampok pada saat
uangnya dibawa dari loket ke bank.
Dengan online, transaksi lebih prak-
tis, mudah, dan aman. Sayangnya, kata
Azis, gagasan itu butuh duit tak sedi-
kit. Berapa? Ia enggan menyebut ang-
kanya. "Yang jelas, PLN tak mampu
membiayai,” ujarnya.

Pucuk dicita, ulam tiba. Pada 1998,
PT Sarana Yukti Bandhana menawar-
kan pembuatan sistem pembayaran lis-
trik online. Gratis!

PT Sarana berdiri pada Desember
1989 dan dimuat dalam lembaran ne-
gara pada 1990. Mulanya, perusahaan
ini memiliki modal dasar Rp 500 juta
dan modal disetor Rp 100 juta. Akta
tersebut kemudian diubah dalam Be-
rita Negara Republik Indonesia Tahun
2003. Intinya, modal dasar dinaikkan
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menjadi Rp 7,8 miliar dan modal dise-
tor Rp 1,95 miliar.

Di akta perusahaan ini, pemegang
saham terbesarnya adalah PT Chitra-
putra Lokasemesta. Pada lembar pem-
betulan dalam berita negara tentang
Chitraputra pada 1995 disebutkan bah-
wa komisaris utama perusahaan ini
adalah Soebiakto Prawirasoebrata. Ia
mantan Gubernur Lemhannas dengan
pangkat terakhir letnan jenderal TNL
Ia meninggal pada 1997, sebelum PT
Sarana berhubungan dengan PLN.

Menurut Azis, waktu itu sebenarnya
ada beberapa perusahaan yang mena-
warkan sistem pembayaran online ke-
pada PLN. Tapi mereka meminta im-
balan Rp 2.000-3.000 per transaksi.
“Hanya PT Sarana yang tak meminta
uang,” kata Azis. "Sarana juga kebe-
tulan memiliki pengalaman memba-
ngunjaringan pos.”

Deal. Pada 2 Oktober 1998, kontrak
diteken, berlaku untuk jangka lima ta-
hun. Draf final perjanjian itu mencan-
tumkan penanda tangan dari pihak
PLN adalah Eddie Widiono, kala itu
Direktur Pemasaran dan Distribusi
PLN Jakarta dan Tangerang. Sedang-
kan penanda tangan dari PT Sarana
diwakili direkturnya, Mayor Jenderal
(Purnawirawan) TNI Otty Soekotjo.
"Saat perjanjian dileken, tak ada per-
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ubahan penanda tangan perjanjian
itu,” ujar Supanca.

Tentu saja tak ada makan siang gra-
tis. Sarana memang tak meminta ong-
kos online itu kepada PLN. Perusahaan
ini akan membebankan pungutan itu ke
pelanggan via bank yang menjadi mi-
tranya. Uang itu dibayar konsumen ber-
samaan dengan tagihan listrik di bank
itu.

Bilapelanggan atau bank ogah? Kaji-
an Tempo menemukan, pelanggan dan
bank tak punya pilihan lain. Kepada
PT Sarana, PLN memberikan seluruh
data pelanggannya. Selain mencederai
"perjanjian” jual-beli listrik dengan
konsumen, ini sama saja memberikan
hak monopoli kepada PT Sarana. Ha-
rusnya, sebagai data switcher, PT Sa-
rana hanya mengatur lalu lintas data
pelanggan antara PLN dan bank.

Ini dibantah Azis. Menurut dia, PT
Sarana cuma "mengontak” server PLN
dua kalisehari: pagi untuk mengunduh
data pelanggan yang langsung diterus-
kan ke bank, dan sore untuk mengung-
gahinformasi pembayaran.

Pernyataan Azis ini berbeda dengan
pengakuan Djohan Sutanto, Chief Ope-
rating Officer PT Sarana. Ia membe-
narkan adanya pemberian hak eksklu-
sif atas data pelanggan PLN itu. Ia me-
ngatakan PLN waktuitumenyerahkan
semua data pelanggan untuk dikelola
PT Sarana. Direktur PLN untuk Jawa-
Madura-Bali, Murtagi Syamsuddin,
idem ditto dengan Djohan.

Belakangan, kata Murtaqi, PLN me-
nyadari data pelanggan tak boleh dise-
rahkan ke pihak ketiga. "Karena itu,
kami menarik kembali data itu ke ser-
ver PLN,” kata Murtagi. Sayangnya,
data itu baru ditarik kembali "sekitar
2007". Alhasil, selama periode itu, jika
bank ingin membuka layanan pemba-
yaran listrik, ya, harus lewat Sarana.

Padahal, pada mulanya, Sarana ha-
nya memiliki kesempatan menguasai
data tersebut sampai 2003. "Rencana-
nya seperti itu. Lima tahun pertama
hanya PT Sarana ” ujar Supanca. Eh,
ketika kerja sama itu diperpanjang
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2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008
Produk perdana diluncur-  Jumlah PraQtis generasi PLN Jawa Barat PLN Jawa Kantor pos dan 31 PLN membangun data center
kan di Jakarta-Tangerang  bank na- kedua diluncur-  bergabung, dimulai  Timur berga-  bank bergabung da-  sendiri dan mengambil alih
pada Hari Listrik 27 Okto-  sional yang  kan. November  dari Area Pelayan-  bung dalam  lam sistem PraQtis.  semua data tagihan pelanggan
ber. Dinamakan PraQtis bergabung 2002, jumlah an Depok, Oktober.  sistem Sarana Yukti tidak  dari Sarana Yukti. Switching
generasi |, dimulai didua  mencapai bank yang ter- Selanjutnya diikuti  PraQtis. lagi sendirian, ada company menjadi 12 perusa-
bank, pelanggan mulai di-  tujuh bank.  libat mencapai  oleh Distribusi Arta Jasa dan Cash  haan. PraQtis berubah menjadi
11 bank. Jawa Tengah. Payment Point Online Bank.

hebani biaya administrasi. Mobile.
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untuk lima tahun kedua (2 September
2003 sampai 1 September 2008), Sara-
na tetap menguasai data sekaligus ma-
sih memegang hak monopoli atas pem-
bayarantagihan listrik secara online.

Eddie Widiono—tatkala perpanjang-
an kerja sama itu diteken menjabat Di-
rektur Utama PLN—tak bersedia dite-
mui untuk dimintai tanggapan. ”"Saya
sudah tidak di PLN lagi,” ujarnya pe-
kan lalu ketika dihubungi via telepon.

Gara-gara konsensi ini, beberapa
bank merasa PT Sarana “main kayu”
dalam menjajakan jasanya. "Mereka
main 'injak kaki',” ujar seorang bankir.
"Tak cuma itu, mereka juga membawa-
bawa nama Pak Mochtar atau Eddie.”
Yang dimaksud adalah Mohammad
Mochtar Wiryo, bekas Direktur Ad-
ministrasi PLN, dan Eddie Widiono.

Namun tudingan itu dibantah Djo-
han. Saat ditemui di kantor PT Sara-
na, Gedung S. Widjojo Center, Sudir-
man, Jakarta, bos PT Sarana itu mem-
bantah perusahaannya memaksabank.
Mochtar, yang menemani Djohan da-
lam wawancara tersebut, juga meno-
lak disebut "membekingi” PT Sara-
na di tahun-tahun awal. ”"Saya sudah
pensiun dari PLN waktu itu. Di Sarana
saya baru menjadi senior advisor pada
2004,” katanya.

Bank juga mengeluhkan pelbagai pu-
ngutanoleh PT Sarana. Seorang bankir
senior bercerita, pungutan itu meliputi
joining fee Rp 150 juta, iuran bulanan
Rp 5 juta, dan Rp 1.500 per transaksi.
"Alasannya, mereka menjual data,” ka-
tanya. Pungutan PT Sarana itu, me-
nurut sang bankir, berimbas pada be-
saran biaya admin pelanggan.

Lagi-lagi Djohan menampik pi-
haknya memungut terlalu banyak dari
bank. Menurut dia, biaya Rp 150 juta
hanya deposit, yang akan dikemba-
likan jika kerja sama berakhir, sedang-
kan Rp 5 juta biaya jaringan telekomu-
nikasi. "Wajar dongada biaya itu. Kami
investasi sangat besar,” katanya. Bera-
pa? Djohan tak bersedia menyebut ni-
lainya. _

Tapi ia mengatakan salah satu hal
yang paling menyedot investasi adalah
pengadaan peranti lunak. Software itu
awalnya tidak dibuat sendiri, melain-
kan di-outsourcing ke perusahaanlain.
Namun ia merahasiakan nama perusa-
haanitu.

Tempo mendapatkan nama mitra PT
Sarana itu dari Supanca, yakni Jatis,
salah satuproviderteknologiinformasi
terkemuka di Indonesia. "Jatis me-
nyiapkan software itu selama dua ta-
hun hingga go live pada 2000,” ujarnya.
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Kantor PT Sarana Yukti Bandhana
di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

Ini kerja sama yang tak mulus. Ri-
wayatnya tercatat di Badan Pengawas
Pasar Modal. Ketika Jatis berencana
go public pada 2005, PT Sarana meng-
adu ke badan itu dan menyatakan Jatis
masih berutang software otomasi pem-
bayaran pelanggan kepada PT Sarana.
Jatis—yang belakangan batal naik lan-
tai bursa—tak terima dan membawa
aduan itu ke Badan Arbitrase Nasional
Indonesia. Jatis balik menuding PT Sa-
rana menggunakan software miliknya
secara ilegal karena pembayaran bagi
hasil yang disepakati berjalan byar-
pet.

Djohan tak bersedia menanggapi
sengketa itu. "Sudah tuntas. Semua su-
dah selesai,” ujarnya. Petinggi Jatis ju-
ga menolak memberikan keterangan.
Meminta informasi dari Ketua Badan
Arbitrase Nasional Indonesia Priyat-
na Abdurrasyid juga sia-sia. "Saya ti-
dak bisa bicara. Dilarang undang-un-
dang,” katanya.

Supanca juga tak banyak tahu soal
hubungan Sarana-Jatis ini. Seingat
dia, Jatis masih di PT Sarana untuk
pemeliharaan software hingga 2004.
"Sesudah itu, Sarana merekrut pro-
gramer jebolan Jatis.”

Padahal riwayat sengketa itu pen-
ting untuk menguji silang kisah byar-
pet sistem daring PT Sarana. Soalnya,
seorang staf teknologi sebuah bank pe-
makai layanan online itu bercerita,
pada masa awal, sistem daring itu suka
ngadat dan bikin repot.

Soal keandalan si
al | stem dari j
!I‘({]Z‘n]adl perhatian Badan I}(;;%rjllfcgz
200114angan. Dalam pemeriksaan pada
: a‘.cas kontrak PLN-PT Sarana ba-

ursanksijika daring i
gglt‘z}ii;t:lTak ada klausul persentaseglifel—1
Stlanatau ganggyan untuk meng-

ukur kinerig P
denda.AIha'gil,da? Sarana—alih-alih

Badan Pemeriksa

idimulaj p; :
. e pada 20 -
ir?é]riiygc]l?sih berdarah-darap. D’%’Slfg
Loy ban?;a; layanan vig Sarana cuma
hanya sau-bdﬁsg bayar via bagk ini
ujar Supaneca, “ma pegawai PLN,”
Pada 2001 juml
n @ IUMah bank vang iads ms
:fznss?}";?a tujuh buap dei’;gaﬁ]jatilr}lrlr;;
bt PEr bulan rata-rata 20 riby
enial 8P 30 jutaan. »Sapap i
}tugl hingga 2003,” Ujar Supaniam;?.sip
iiu’ 1 bank bergabyng dengan s,
er}gan Jumlah transaksi 400 L"bd’
per biulan,seni]aiRp 600 jut -an ribu
; Sﬁjak 2004, perolehap Qr
baik. Kini Sarana tel
i ah menggaet em-
pat']utd pelanggan yang lgggiaem_
%add puluhan banik dan kantor y(:oas1
"i?g .PT_lang_gan yang disedot Bank
.;,c 15 Jadl mitra Sarang diperkirakan
e}l):)l h lda‘;‘l Rp 10 miliay perbulan
ada 2006, PI,N mulaj -
: : al mengg:
dua data Switcher lain: Artagii'r;dde;ﬁ
Cdsh Mobile. Ini lebih cepat duakt,ahun
dari masa berlaky Perjanjian kedua
PLN Vdrerrlgan Sarana. Mengapa? Kata

an Sarana mem-
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Murtaqgi, PLN takut dituding memberi-
kan monopoli kepada PT Sarana. Alha-
sil, pada 2008, switcher data PLN, ter-
masuk Sarana, menjadi 12 perusahaan.
Jumlah bank juga membengkak men-
jadi31.Pada 2008, PraQtis menghilang,
berganti Payment Point Online Bank.

Celakanya, pungutan biaya admin
bank tidak ikut hilang. Itulah yang me-
micu protes.

Tjatur Sapto Edy, anggota Komisi
Energi Dewan Perwakilan Rakyat,
yang mengaku baru tahuada pungutan
ini setelah dilapori konstituennya di
Magelang, menilai biaya administra-
si bank itu menyalahi aturan. Seba-
gai pungutan dari perusahaan negara
yang ditugasi menjalankan public ser-
vice obligation, "Biaya ini harus atas
persetujuan DPR,” katanya. Tapi, me-
nurut politikus Partai Amanat Nasio-
nal yang ikut membahas tarif dasar lis-
trik 2004 itu, tak sekali pun PLN me-
nyinggung soal pungutan ini.

"Itu karena tarif tersebut domain
bank,” kata Murtaqi, yang menerima

"Toilet’ Bayar Sendiri PLN

Tempo di kantornya bersama Direktur
Keuangan PLN, Setio Anggoro Dewo.
Murtagi menganggap biaya adminis-
trasi wajar karena pelanggan memalkai
jasa bank dan jasa switching compa-
ny. Tapi, menurut Head of Marketing
Communication BCA Dendi T. Dani-
anto, lazimnya yang menanggung bu-
kan pelanggan. "Biasanya memang
yang menanggung perusahaan mi.
tra,” katanya melalui faksimile. Con-
tohnya, pembayaran telepon online PT
Telkom—sama-sama perusahaan ne-
gara—tapi bisa bebas biaya admin (li-
hat "Toilet’ Bayar Sendiri).

Menurut Murtaqi, hubungan PLN-
pelanggan bersifat perdata. Kitab Un-
dang-Undang Hukum Perdata, kata
dia, mengatur bahwa yang punya piu-
tang berhak menentukan cara bayar
dan pengutang membayar semua cara
itu.

Masalahnya, hubungan perdata
terjadi melalui sebuah kesepakatan.
“Pelanggan kan tidak dimintai per-
setujuan dalam soal ini, juga tidak di-

Biaya bank, jasa swilching

PERUSAHAAN Listrik Negara
bukan satu-satunya badan usaha
negara yang menyediakan layanan

provider, dan jasa-jasa
lainnya dibayar langsung oleh
konsumen. Besarnya biaya

® Akal-akalan Biaya Admin Li

beritahu,” kata Yunan Lubis.
Inilah mengapa Nyonya Mustaf
dan- mungkin juga Anda, merasa—itl
tadi—PLN main tipu-tipu tagihan lis-
trik. "Itu memang salah PLN. Sayast-
d.ah. mewanti-wanti agar PLN menso-
Is:‘laaélsam ini dan mencantumkannya
a perjanjian de an,’

kini Azis rnerjlgelu}cll. Pesh pelanie
Prosedur bungutan ini pun melang-
ggg Keputusan Menteri Energi Tahun
3 fentang Ketentuan Harga Jual

Listri_]_c 2004. Keputusan ity mengata-

k‘:llital’_lsi tagihan listrik,

A ;;Jgdyapg_ terjadi, tarif 1istrik dan
e Ministrasi menyaty dalam satu
= PL;rcljma‘ Dalam naskah perjan-
e ler%gan salah saty bank yang
i o gtl empo, biayg administra-
Deﬁnjsina ;gﬁ)rlk&r} "tagihan lainnya”.
i ya}l:l 2 ..._t_agll?an selain tagihan
™ S & Wajib dilunagj Pelanggan

2andengan tagihan listri »

Tagihan
listrik

Jasa
Switching

pembayaran via bank. Telkom pun itu bervariasi, ditetapkan Konsumen ﬁ Bank Switching

melakukan hal yang sama. Tapi oleh bank, berkisar e Provider PLN
cuma PLN yang Rp 1.500-Rp 15.000.

membebankan Jasa

biaya admin— Telkom bank

dari transaksi Biaya administrasi Tagihan

daring hingga bank, jasa switching telepon

kebersihan toilet
hank—kepada

provider, dan biaya-
biaya lainnya dibayar

pelanggannya. Telkom.
Konsumen ===  Bank Switching
—) aliran uang = &——— Provider R g Telkom
—> aliran data Jasa ;
bank _asa?
Switching
Dua Sarana, Apa Bedanya Konsumen Pusat data konsumen Instansi
N

HINGGA 2006, hanya ada satu switching provider gtans glé’;::: gﬁzsrtemen
dalam sistem pembayaran online di PLN, Namanya Dinamika Sis n
PT Sarana Yukti Bandhana. Perusahaan ini _’ minbawm
tak cuma menjadi pihak ketiga yang mengatur ¢ Koperasi ¢ 3
lalu lintas data antara PLN dan bank, tapi PLN Departemen
menyerahkan data tagihan listriknya untuk dikelola Hukum
PT Sarana. Biaya akses data dari bank menjadi PT Sa
pendapatan PT Sarana Yukti. Ini mirip yang :E::‘"gga" Yuksti I;aar:; hi gll_sp:

e ) R : em
terjadi pada Sistem Administrasi Badan Hukum ._) sl
(Sisminbakum) yang dikelola PT Sarana Rekatama ¢ Yayasan PLN ¢ > g yaran
Dinamika dan tengah disidik Kejaksaan Agung.
I S — B S T
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Jadilah, ketika membayar listrik,
pelanggan wajib membayar biaya ad-
ministrasi. Jika tak mau bayar biaya
administrasi, tidak bisa bayar listrik,
“Itu sama artinya dengan memaksa,”
kata Tulus Abadi, aktivis Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia.

Murtagi menegaskan loket pemba-
yaran listrik gratis masih ada.

Tempo berkeliling Jakarta, Banten,
dan Bekasi untuk mengeceknya. Loket
gratis ternyata banyak beralih menjadi
loket online atau perpanjangan tangan
bank. Begitu juga koperasi-koperasi
unit desa yang dulu menangani pemba-
yaran konvensional. Loket gratis ma-
kin sedikit dan susah dijangkau.

Misalnya loket kantor PLN Men-
teng di Gambir, Jakarta Pusat. Loket
yang dulunya gratis itu kini diguna-
kan Bank Mandiri dari Senin hingga
Jumat. Kalau mau gratis, pelanggan
harus datang pada Sabtu, antara pu-
kul 08.00 dan 10.00. Di loket PLN Cile-
dug malah loket gratis itu tak ada lagi.
Setiap pelanggan wajib membayar Rp
1.500. "Tak ada yang gratis sekarang,”
kata seorang petugas loket .

cee

Dalam perjanjian PLN dengan Sara-
na, juga tersembul imbal balik buat per-
usahaan listrik negara itu. Kedua pi-
hak sepakat: PT Sarana akan memberi
PLN golden share. Alasannya, "Ini bis-
nis legit (manis),” ujar Supanca. "PLN
juga ingin mendapat bagian dari keun-
tungan Sarana,” katanya.

Anehnya, saham itu justru diserah-
kan ke Yayasan Pendidikan dan Kese-
jahteraan PLN. Pada Desember 2003,
besar saham Yayasan di Sarana lima
persen. Lalu muncul keanehan lain.
Pada 2003 itu pula Supanca, yang ke-
tika itu masih menjadi pegawai aktif
PLN, ditunjuk menjadi penanggung ja-
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Pembayar listrik PLN di Bank Mandiri.

wab operasional Sarana selama dua ta-
hun. "Ada penugasan dari PLN. Saya
di sana untuk pengoperasian. Membe-
sarkan online-nya, karena sampai 2003
Saranamasih rugi,” kata Supanca.

Situasi ini jelas membingungkan.
PLN bukanlah pemegang saham Sa-
rana. Perusahaan itu rugi atau untung
mestinya tak berkaitan dengan PLN.
Kalaupun PLN berhubungan dengan
Sarana, ujar anggota Komisi Listrik
DPR Tjatur Sapto Edy, mestinya hanya
untuk urusan pembayaran tagihan lis-
trik. Ketika Tempo meminta konfir-
masi soal ini kepada Murtaqi, setengah
bercanda ia mengatakan, "Saya belum
lahir ketika itu.”

Kerugian Sarana juga menyisakan
pertanyaan: bukankah dengan demi-
kian juga tidak ada aliran dividen ke
Yayasan Pendidikan dan Kesejahte-

TIM INVEST'GASI Penanggung Jawab: Yosep Suprayogi, Mardiyah Chamim Kepala Proyek: Nunuy Nurhayati Penyunting: M.

Taufiqurohman, Wahyu Muryadi, Yosep Suprayogi, Mardiyah Chamim
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Yosep Suprayogi Penyumbang Bahan: Ismi Wahid, Philipus Parera, Nunuy Nurhayati, Bagja Hidayat, Yosep Suprayogi, Ali Nuryasin
Fotografer: Nickmatulhuda Riset Foto: Bismo Agung Bahasa: Uu Suhardi, Sapto Nugroho Desain: Hendy Prakasa.

Yang Dilanggar PLN

Konsumen

M Tidak ada persetujuan pelanggan

SISTEM online pembayaran listrik
membuat transaksi menjadi

lebih efisien dan tak gampang
diselewengkan. Pelanggan juga
diuntungkan karena bisa membayar
listrik kapan pun, di mana pun.
Sayangnya, sistem ini diduga
melanggar sejumlah aturan.
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tentang mekanisme pembayaran online
dan risiko biaya yang harus ditang-
gungnya (Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Tahun 1998)

# PLN tidak meminta persetujuan

DPR untuk tambahan pungutan biaya
administrasi onfine (Keputusan Presiden
Tahun 2003 tentang Tarif Dasar Listrik)
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Loket Berbayar

Loket Gratis

® Jumlahnya dikurang;,
memaksa pelanggan
membayar di loket
online ( Undang—Undang
Perlindungan Konsumep
Tahun 1998)




e Akal-akalan Biaya Admin Listrik

 Lain Dibaca, Lain Dibayar

TIBA-TIBA, warga Magelang, Jawa Tengah, harus mengeluarkaq biaya tam-
bahan Rp 1.600 agar dapat membayar tagihan listrik. Tgk_ ada la_gl loket pem-
bayaran listrik yang gratis. Gara-gara ini, anggota Komisi Energi DPR, Tjatur
Sapto Edy, kena getahnya. Saat berkunjung ke sana, ia dicecar Rrofnea; pelanggan
PLN. "Warga merasa dipaksa membayar biaya tambahan itu,” ujarnya.

Sedikit-sedikit...

PELANGGAN PLN dibebani kutipan di luar biaya listrik rata-rata sekitar Rp 2.000, kurang dari
2,5 persen dari biaya pemakaian listrik per bulan rata-rata rumah tangga.

|

essss

esesssowen

Rp 2.000 Adalah... Rp48.000 _ g
25 harilisuikuntek 4 lampu Biaya listrik | | Biaya administrasl
hemat energi 8 watt. *
Biaya listrik Rp 300 — -
= Rp 500 Penyedia sistem online
= Jasa Inkaso Rp 300
B (“[ untuk bank Penyedia akses data
b Rp 1.400 . :
*) DAYA LISTRIK 450 WATT Bank/mitra bank TERGAE NG SR ©
i RpO Rata-rata Rp 1 miliar/bulan
Eh MembUklt--- (sebelum 20%0) Rata-rata Rp 10 juta/bulan «

Rp40juta : @®@® Rp 8 miliar

ADA 17 juta pelanggan listrik yang 2001) | @@@@ (20062008)*

°

telah memakai layanan pemba- Rp 400 juta 225332528

e e " T 8888888 sty
tampak sedikit itu membukit. De- e ” :
ngan jumiah DEIanggan diseluruh  Rp 800 juta [ ] ] Q00®®® .c:rrsaana -
Indonesia sekitar 40 juta, potensi (2003) % 000000000 ..o

uang pelanggan dari layanan ini

: . ) DATA 2008 VERSI PT SARANA YUKTI BANDHANA (VERSI PLN 860 RIBU TRANSAKSI/BULAN)
mencapai Rp 80 miliar per bulan.

**) BULAN DENGAN JUMLAH TRANSAKS| TERTINGGI. BUKAN RATA-RATA
DATA TAHUN 2004 DAN 2005 TIDAK TERSEDIA

Bank

® Biaya tagihan listrik dan tagihan lainnya (administasi bank)

dipisah langsung oleh bank. Seharusnya, semua biaya disetor-

kan ke PLN lebih dulu dalam rekening terpisah. PLN kemu-
—— dian membayarkannya ke pihak lain (Kepmen ESDM Nomor

1616K,/36/MEM/2003)

# PLN lepas tangan mengenai besaran biaya administrasi bank.

Seharusnya, PLN melindungi hak konsumen. Pada perjanjian

pLA-bank hanya disebut bank harus mengenakan tarif wajar

(Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1998)

e

Penyedia/pengelola akses data

# Tidak ada persetujuan pelanggan
tentang data dirinya untuk dikelola pi-
hak lain (Undang-Undang Perlindung-
an Konsumen Tahun 1998)

® Pada 1998-2007, PLN menyerah-
kan data pelanggannya kepada PT
Sarana Yukti Bandhana (Undang-
Undang Antimonopoli 1999)

Siapa Termahal?

TAK kurang dari 30 bank menjadi mitra PLN
dalam pengelolaan tagihan listrik secara
online. Besar biaya adminstrasi yang
dikenakan setiap bank berbeda-beda.

Rp0
Bank of Tokyo Gratis (debet rekening)
Bank ABN Amro

Rp 1.600
Bank Jabar (aTM, hanya Bandung)

Rp 1.900
PT Pos Indonesia (loket pembayaran)

Rp 2000

Bank BNI (ATM, SMS banking, internet banking)
Bank BRI (ATM dan loket)

Bank Mega (ATM dan loket)

Bank Permata (ATM dan loket)

Bank Ganesha (ATM, loket)

Rp 2.500

Bank NISP (loket, baru untuk Jawa dan Bali)
Bank Mandiri (ATM, SMS banking, internet
banking; via loket Rp 4.000)

Bank Bukopin (ATM; via loket Rp 1.500)
BPR-KS (loket)

Bank Bumiputera (ATM dan loket)

Bank Syariah Mandiri (ATM dan loket)
Bank Victoria (loket)

Panin Bank (ATM dan loket)

Bank BNP (loket, ATM belum bisa)

BTN (loket)

Bank Ina Perdana (loket)

Bank Maspion (ATM)

Bank Haga (ATM)

Rp 3.500
Lippo Bank (ATM)

Rp 5.000

Citibank (otodebet dan kartu kredit)
Bank Ekonomi (ATM dan loket)

BIl (ATM, loket)

Bank HSBC (otodebet)

Bank Buana (ATM, via loket Rp 15 ribu)

Rp 8.000
Bank Danamon (ATM)
Danamon Syariah (ATM)

KETERANGAN: DATA PER AKHIR FEBRUARI 2009

PLN

Yayasan
Pendidikan dan
Kesejahteraan
Karyawan PLN
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Investigasi

Lain Telepon
Lain Setrum

Seharusnya PLN memasukkan
biaya administrasi dalam
perhitungan tarif menyeluruh.
Telkom bisa menjalankan
sistem ini.

ABAN awal bulan, Kurniasari

Wibisono jengkel bukan kepa-

lang.“Perempuan 31 tahun ini

keki karena mesti membayar
biaya administrasi begitu besar untuk
berbagai tagihan, dari listrik, TV ka-
bel, sampai kartu kredit. Total jende-
ral, dia mengeluarkan Rp 25 ribu me-
lalui anjungan tunai mandiri (ATM).
"Biar kecil, kalau dikumpulin setahun,
kan lumayan,” katanya.

Ada hal lain yang membikin orang
Bogor ini senewen. Pada struk pem-
bayaran tagihan telepon, dia meli-
hat tidak ada pos biaya administrasi.
Ini berbeda dengan struk pembayaran
tagihan listrik. Ada Rp 5.000 untuk
pos administrasi. "Mengapa Telkom
menggratiskan biaya administrasi, se-
mentara PLN tidak, padahal keduanya
Sama-sama memakai sistem online?”
katanya.

Kurniasari bukan satu-satunya yang
mempertanyakan hal itu. Kolom surat
pembaca di koran dan majalah diwar-
nai keluhan yang sama. Apalagi biaya
administrasi tiap bank, kata Kurni-
asari, tak sama. Bank Mandiri mene-
tapkan Rp 2.500 dan Bank Niaga me-
mungut Rp 3.500 untuk tiap tagihan
listrik. Rekor paling mahal dipegang
Bank Buana, yang memungut Rp 15
ribu per transaksi.

Perempuan yang bhekerja di lembaga
swadaya masyarakat ini bisa memalk-
lumi jika pembayaran layanan TV ka-
bel, kartu kredit, atau transfer uang
mengutip biaya administrasi, Penye-
lenggara berbagai jasa itu adalah per-
usahaan swasta. Tapi PLN?

Direktur Keuangan PT Perusahaan
Listrik Negara Setio Anggoro Dewo
mengatakan, sebetulnya, pembayaran
telepon juga dibebani biaya adminis-
trasi. Hanya, tak seperti pembayaran
listrik, struk pembayaran telepon tak
mencantumkan biaya itu. "Tapi, jika

Anda mencetak buku tabungan, hiaya
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itu muncul,” katanya.

Tempo mencetak buku tabungan
Bank Central Asiauntuk mengeceknya.
Di sana tak ada keterangan pungutan
biaya administrasi untuk pembayaran
telepon. Sebagai pembanding, Tempq
menghubungi Bank Danamon. Laksmi
Wardani, dari bagian pengembangan
bisnis Danamon, mengirimkan brosul_‘
biaya-biaya administrasi bertransaksi
di banknya. Di sana disebutkan pem-
bayaran listrik dikenai biaya adminis-
trasi Rp 8.000, kartu kredit Rp 5.000,
dan telepon Rp 0.

Situs Bank Mandiri dan Bank Eko-
nomi mencantumkan hal serupa: pem-
bayaran tagihan telepon dibebaskan
dari biaya. "Biayanya sudah dibayar
’I‘elkom,’.’ kata Budi Siswanto Muljadi,
Direktur Utama PT Finnet Indonesia.

Finnet adalah perusahaan patungan
anak perusahaan milik Yayasan Ke-
sejahteraan Karyawan Bank Indone-
sia dengan anak usaha Telkom. Bidang
usaha Finnet adalah menyediakan
jasa online, antara lain bekerja sama
dengan bank mengelola data dan tagih-
an pelanggan Telkom, pemesanan ti-
ket pesawat, dan perusahaan multifi-

/

® Akal-akalan Biaya Admin Listt

Pembayaran tagihan
listrik melaluj ATV,

Dalam dunia online, kata
Budi, dikenal dua jenis bi-
aya dalam transaksi, yakni
biaya pengumpulan ~ data

an biaya lalu lintas tran-
saksi. Makin banyak data
dgn transaksi,kian mahal
biayanya. Biaya adminis-
trasi tagihan telepon seki-
tar Rp 2.000 per transaksi.
Telkom, kata Budi, sudah
memasukkan komponen
biaya itu ke dalam tarif
telepon yang diumumkan
kepada publik sesuai de-
ngan kesepakatan antara
pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Sebagai penyedia -
yanan publik, Telkom me-
ngemban mandat kewajib-
an pelayan publik (public
service obligation). Dalam
Undang-Undang Badan
Usaha Milik Negara dise-
butkan bahwa pemerintah
akan menalangi semua bi-
aya akibat mandat ity
Sama halnya dengan Per-
tamina dalam pengadaan
bahan bakar minyak.
Harga bahan bakar minyak bersub-
sidi yang diterima konsumen adalah
harga bersih setelah dikurangi aneka
biaya. Misalnya investasi pompa bensin
oleh pengusaha, biaya keamanan, pene-
rangan, pengadaan, distribusi, hingga
laba. "Artinya, biaya administrasi juga
sudah masuk dj sana,” kata M. Nur
Adib, Ketua Himpunan Pengusaha
Swasta Nasional Minyak dan Gas.

Perusahaan listri) negara itu sebe-
narnya menjalankan sistem yang sama
seperti Telkom dan Pertamina. Kom-
ponen blgya pokok pengadaan setrum,
kata Se.tlo Anggoro, antara lain biaya
pegawai dan administrasi transaksi

cuma Rp 500. Angka tersebut jauh dari
kebutuhan riil yang Rp 2.100 per tran-
saksi.

Wal‘ha_sil, muncullah biaya admin-
istrg;\;] sistem online yang dipisahkan
dari jumlah tagihap tarif resmi listrik.
Konsumenlah yang kemudian mesti
menanggung biaya administrasi yvang
tak seragam, mulaj Rp 1.500 sampai
Rp 15.000 per transaksi, bergantung
pada kebijakan banl. i
[
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Djohan Sutanto:

Itu Kemauan PLN

AGASANNYA bagus: memper-

mudah pelanggan membayar

tagihan listrik. Tak perlu an-

tre di loket PLN sampai leri-
ngetan. Cukup datang ke anjungan tu-
nai mandiri (ATM) bank terdekat, lalu
pencet menu pembayaran tagihan lis-
trik. Beres sudah.

Adalah PT Sarana Yukti Bandhana
yang pertama kali mewujudkan sistem
online itu. Perusahaan listrik negara
kemudian menjadikan Sarana sebagai
mitra. Sistemnya diberi nama Pemba-
yaran Rekening Listrik Fleksibel dan
Otomatis (PraQtis) dan mulai diluncur-
kan pada 2000.

Banyak pihak berharap sistem ini
akan transparan dan meningkatkan la-
ju efisiensi PLN. Tapi belakangan ba-
nyak pelanggan memprotes karena sis-
tem ini punya ekor yang namanya biaya
administrasi bank yang mesti mereka
bayar. Jumlahnya bervariasi, dari Rp
1.500 hingga Rp 15.000 setiap bulan.

Tempo menemui Chief Operating Of-
ficer PT SaranaYukti Bandhana Djohan
Sutanto, Januari lalu. Djohan ditemani
Senior Advisor Mohammad Mochtar

Wiryo, yang juga bekas Direktur Ad-
ministrasi PLN,

Sebenarnya, bagaimana bentuk kerja
sama Sarana dengan PLN dalam PraQtis?

Kami ngobrol dengan PLN. Ada ide
yang kebetulan sama. Konsep kami
ketemu. Kami kemudian mengelo-
la pusat data konsumen PLN. Semua
data konsumen ada di Sarana. Kami
yang investasi pembuatan pusat data
itu. Kalau ada pelanggan yang ke bank
menanyakan tagihan listrik, bank cu-
kup bertanya kepada Sarana. Sistem
ini disiapkan alkhir 1998.

Jadi, siapa saja yang terlibat dalam
PraQtis?

Kami sebagai switching company,
bank, dan PLN. Bank harus meneken
perjanjian kerja sama dengan kami
dan PLN. Ini perjanjian segitiga.

Apakah sejak awal memang ada
kesepakatan untuk membebankan biaya
administrasi pembayaran rekening listrik
kepada pelanggan?

Kami berperan sebagai pihak pe-
nerima. PLN maunya begitu, ya, kami
terima. Kami dibayar oleh bank. Ka-
lau bank memungut Rp 3.000 atau Rp
2.000 dari pelanggan, lalu memberi
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kami Rp 800 atau Rp 1.500 per tran-
saksi, itu urusan bank dengan kami.

Mengapa tarif yang dipungut bank
bervariasi?

Memang. Rate-nya tergantung ke-
bijakan masing-masing bank. Itu pela-
yanan bank. Kami dan PLN tidak bisa
mengatur bank.

Berapa banyak bank yang bekerja sama
dalam PraQtis saat itu?

Lebih dari 30 bank ditambah PT Pos.

Jumlah pelanggan yang dilayani?

Tidak besar. Pada masa PraQtis ha-
nya sekitar empat juta dari total 30-
an juta pelanggan PLN di Indonesia.
Kami mulai dari Jakarta pada tahun
2000. Kemudian, 3-4 tahun lalu, kami
meluaskan jangkauan ke Jawa Barat,
Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Sumber di bank mengeluhkan tagihan
joining fee dari Sarana Rp 150 juta.

Itu deposit. Besarnya bervariasi.
Bank bisa mengambil kembali uang itu
kalau sudah tidak di PraQtis. Nama-
nya berbisnis, kami tidak mau meng-
ambil risiko.

Lalu ada lagi dana bulanan Rp 5 juta. Ini
di luar fee per transaksi yang Rp 1.5007

Sebenarnya bukan biaya bulanan,
tapi biaya jalur komunikasi untuk host
to host dengan bank. Besarnya berva-
riasi, tergantung layanan yang kami
berikan. Sedangkan fee tak selamanya
Rp 1.500. Ada yang Rp 800.

Kini sistemnya berubah jadi Payment
Point Online Bank (PPOB). Bagaimana na-
sib PraQtis?

Sudah tidak ada. Biaya administra-
sinya sekarang sama, yakni Rp 1.600.

Tapi kok masih ada bank yang
memungut biaya admin hingga Rp 5.0007?

Kan, ada periode transisi, tidak bisa
langsung diterapkan. Ada yang menga-
takan Juni harus semua sudah PPOB.
Ada juga yang bilang sampai Desem-
ber. Itu tergantung PLNN.

Apa bedanya PPOB bagi Sarana
dibandingkan dengan PraQtis?

Dulu kami yang mengelola database
konsumen PLN. Sekarang semua data
dipegang PLN. Kami murni hanya
menjadi switcher. PLN memang
berkepentingan menjaga kera-
hasiaan data konsumen, agar
tidak disalahgunakan pi-
hak lain. f

Komponen apa saja R
yang dibayarkan dari

TEMPO/NICKMATULHUDA

biaya administrasi sistem baru ini?

Ada tiga yang menerima, yaitu
switcher company kami, payment
point, dan koordinator. Mereka kan
perlu membayar biaya operasional,
gaji karyawan, sewa tempat, dan seba-
gainya.

Yayasan Lembhaga Konsumen
Indonesia mempersoalkan PPOB karena
"menghilangkan” loket gratis. Benarkah
tidak ada lagi loket gratis?

Setahu saya, setiap bank dalam satu
wilayah, kalau ikut PPOB, harus me-
nyediakan loket gratis. Dana operasio-
nalnya ditanggung bank.

Jadi ada aturannya. Ada loket untuk
setiap bank?

Di tiap area pelayanan bank dimin-
ta paling sedikit harus ada satu loket
gratis. Jadi, kalau ada 10 bank, ber-
arti ada 10 loket yang gratis. Itu syarat
minimal.

Pada sistem baru, berapa yang didapat?

Rp 300 per transaksi.

Jika diamati, PraQtis mirip Sistem
Administrasi Badan Hukum yang sedang
dipermasalahkan: ada data konsumen yang
dikuasai pihak ketiga untuk berbisnis....

Kalau dilihat potret luarnya, me-"
mang bisa sama. Tapi ini film, ada
prosesnya, tidak hisa disamakan be-
gitu saja.

Kami mendapat informasi PLN memiliki
saham 10 persen di PT Sarana?

Cuma 5 persen, kok.

Menurut Anda, kepemilikan itu bukan
suatu hal yang bermasalah?

Bukan PLN yang punya, tapiYaya-
;Tgendidikan dan Kesejahteraan
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Direktur PLN untuk Jawa, Madura, dan Bali Murtaqi Syamsuddin:

Kami Hemat Rp 100 Miliar Per Tahun

IAYA  administrasi Ilpemba—
aran listrik sistem online men-
?adi rasanan masyarakat. Meski
jumlahnya tidak terlalu besar—
Rp 1.500-Rp 15.000—tetapsaja pungut-
an itu memberatkan konsumen. Apa-
lagi jika dikah’kan.Luon}ligagelanggan
mencapai 40 ju :
Pllf\lflqubr{?;qgi Syarnspuddin, Direktur Per-
usahaan Listrik Negara untuk Jawa,
Madura, dan Bali, mep]elas_klar_l duduk
perkara ongkos administrasl 1n1_kepada
Tempo, Kamis dua pekan lglur di }{antor
pusat PT PLN. Ia didampingi Direktur
Keuangan Setio A.nggoro_Dewo. Kedua-
nya menjabat direktur sejak 2008.

Mengapa ada biaya administrasi dalam
tagihan listrik?

Ini karena ada biaya jaringan dalam
sistem online. Biayanya Rp 2.100 per
transaksi. PLN hanya sanggup mem-
bayar Rp 500 kepada bank. Sisanya di-
tanggung konsumen. Oleh bank, Rp
1.600 itu dibagi-bagi untuk membayar
penyedia jasa online di hulu, hilir, dan
loket pembayaran.

Lalu, mengapa ada perbedaan di setiap
bank...?

Bank Permata bebas biaya, ada juga
vang memungut Rp 2.500 per transaksi.
Itu karena bank adalah industri jaring-
an,semakin luas jaringan yang dia mi-
liki, kian mahal biayanya.

Kenapa Bank Permata bisa bebas
biaya? Apakah ini permanen atau sekadar
promosi yang bisa berubah?

Itu murni kebijakan bank. Konsumen
bisa, kok, memilih membayar lewat
bank yang biayanya lebih murah. Kalau
ingin tanpa biaya administrasi, silakan
membayar langsung di loket di PLN.

Kami mengecek, di loket PLN tetap ada
biaya karena sudah online....

Ya, memang tidak semua.Tapi masih
ada loket PLN yang tak memungut bi-
aya administrasi. Kami tak menerima
sesen pun biaya administrasi dari kon-
sumen itu. Biaya administrasi murni
masuk ke bank.

Mengapa biaya itu tak dimasukkan ke
komponen tarif, seperti telepon?

Wah, itu sudah masuk ranah kehi-
jakan. Penentu tarif itu pemerintah ber-
sama DPR.

Setio: Sebetulnya ada biaya juga
waktu konsumen membayar telepon,
tapitak terlihat di struk seperti jika

1_
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membayar listrik. Kalau Anda cetak
buku tabungan, barulah terlihat ada bi-
aya administrasi bank. Di luar negeri
sekalipun, membayar listrik itu ada bi-
aya administrasinya.

Siapa penyedia jasa online pembayaran
listrik?

Sebelum online, PLN bekerja sama
dengan sistem payment point, antara
lain dengan Koperasi Unit Desa. PLN
mencetak tagihan dan membayar KUD
Rp 400-500 per lembar tagihan, tergan-
tung lokasi. Ini berlaku ketika pelang-
gan masih sedikit dan teknologi belum
canggih.

Lalu,pada 2000, PT SaranaYuk-
ti Bandhana mengajak kerja sama, PLN
menunjuk PT Sarana karena hanya me-
reka yang menawarkan jasanya.Tapi,
pada 2006, monopolinya selesai dan
PLN kemudian mengajak 12 perusa-
haanlain dan 31 bank.

Apakah monopoli Sarana Yukti Bandhana
saat itu ada efeknya bagi PLN?

Monopoli Sarana berlangsung pada
2000-2006. Dulu memang bank menge-
luhkan berbagai pungutan oleh Sara-
na. Makanya, sekarang kami buka saja,
tak ada monopoli. Pada saat itu, pelang-
gan yang menggunakan sistem online
tak berkembang. Di Jawa yang terlayani
sistem Sarana hanya 860 ribu. Jumlah
yang kecil sekali. Setelah monopoli di-
tutup, pelanggan online naik menjadi 17
juta, dari total 40 juta pelanggan.

Bukankah sebelum online, ada kebijakan

per mile?

Ketika kami memakai sistem memba-
var ke bank per mile (Rp 4 per tagihan
Rp 1.000), bank malas melayani kon-
sumen kecil. Pelanggan pun tak ber-
tambah. Apalagi bank juga tetap me-
mungut biaya dari konsumen. Lalu,
kami ubah kebijakan itu dengan Rp 500
per transaksi. Per mile masih ada, tapi
untuk pelanggan di atas 220 kVA de-
ngan biaya maksimal Rp 50 ribu per
rekening. Setelah kami ubah, PL.N bisa
menghemat Rp 100 miliar setahun.

Mengapa penghematan itu tak dipakai
menanggung biaya administrasi?

Kurang. Dengan biaya Rp 2.100 per
transaksi,dan ada 17 juta pelanggan,
PLN mesti menanggung Rp 428,2 mi-
liar setahun.

Biaya untuk membayar per mile dulu
diambil dari anggaran apa?

DiPLN ada pos biaya administrasi.
Waktu itu termasuk biaya tarif listrik.

Lalu, kenapa sekarang bebannya pindah
ke konsumen?

Hubungan PLN dengan konsumen itu
perdata, utang-piutang. Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang
punya piutang boleh menentukan cara
pembayaran dan pengutang menang-
gung semua biayanya. PLN membuat
sistem online dengan menggandeng pe-
nyedia jasa dan bank agar masyara-
kat mudah membayar. Karena itu kon-
sumen yang menanggung biayanya.

Badan Pemeriksa Keuangan me-
nilai sistem ini bagus secara good go-
vernance.Tak ada lagi uang mampir di
kantong petugas, sebelum disetor ke
bank, karena tagihan dan biaya admi-
nistrasilangsung dipisah. Dulu kami
banyak sekali memecat orang karena
urusan itu.

Apakah PLN pernah mengusulkan ke
pemerintah agar biaya administrasi bank
masuk komponen tarif?

Saya tidak tahu apakah hal ini per-
nah diusulkan. Tarif sekarang yang di-
gunakan berdasarkan Keputusan Pre-
sidenTahun 2003.

Dari penelusuran kami, di Sarana Yukti
Bandhana ada 5 persen saham Yayasan
Pendidikan PLN. Bagaimana ini?

Itu terjadi pada zaman monopo-

li dulu. Susah menjelaskan ini karena
dulu saya belum di sana. Kami akan
mengkaji jika saham itu dinilai memi-
liki konflik kepentingan. -]
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Ke Malaysia, =
Berobat Sambil Berwisata

Lebih mudah karena 14 kota besar di Indonesia

sudah dilayani Air Asia.

eputasi rumah sakit dan pela-
yanan kesehatan di Malaysia
termasuk salah satu yang ter-
baik di dunia. Hal ini tak le-
as dari akreditasi internasio-
nal MS ISO9002 maupaun dari Kemen-
trian Kesehatan Malaysia, Malaysian
Medical Society for Quality of Health
(MSQH). Akreditasi tersebut mengacu
pada kualitas pelayanan kesehatan, te-
naga ahli, serta
infrastrtuk-
tur pendu-
kung lainnya
termasuk
alat-alat ke-
dokteran
berteknologi
mutakhir.

Reputasi
sebagai rumah
sakit dengan stadar pelayanan kelas du-
nia makin kental dengan masuknya dua
rumabh sakit di Malaysia ke dalam daf-
tar 1.000 rumah sakit terbaik di dunia
versi Webometries Ranking of World
Hospital 2009. Selain rumah sakit di
Kuala Lumpur, kota lain di Malaysia
yang juga memiliki rumah sakit berta-
raf internasional adalah Penang. Nah,
karena letaknya yang cukup dekat de-
ngan Medan, Sumatera Utara, diman-
faatkan warga Medan untuk berobat ke
rumah sakit di Penang,

Sekalipun rumah sakit di Malaysia
bertaraf internasional namun biaya
berobat di sana tergolong sangat kom-
petitif. Dengan layanan terbaik serta
biaya yang tidak terlalu besar itu, ma-
ka tak heran hila tak sedikit pasien In-
donesia di beberapa rumah sakit di
Malaysia. Terlebih lagi pemerintah
Malaysia telah menyediakan website
khusus berbahasa Indonesia yang da-
pat diakses melalui http://www.malay-

siahealthcareindonesia.com/.

Dalam website tersebut, calon pasien
dari Indonesia dapat dengan mudah
menemukan jenis layanan kesehatan,
rumah sakit yang ingin dituju sekaligus
dokter ahli yang diinginkan. Lebih dari
itu, website ini juga menawarkan pela-
yanan secara total dari mulai saat calqn
pasien melakukan reservasi, konsultasi
perawatan dengan dokter, pemesanan
akomodasi,

hingga libur-
an ke tempat-
tempat wisata
menarik di
Malaysia.
Perjalanan
dari Indone-
sia ke Malay-
sia kini juga
semakin mudah
setelah maskapai penerbangan berbiaya
hemat terbesar di Asia Tenggara, AirA-
sia, melayani rute penerbangan l_ang—
sung di 14 kota besar di Indonesia. Ke
14 kota besar yang dilayani Air Asia itu
adalah Banda Aceh, Medan, PekanBaru,
Padang, Palembang, Bandung, Jakarta,
Yogyakarta, Bandung, Solo, Surabaya,
Manado, Makassar, dan Bali. ‘

"Sejujurnya, kami sangat bangga bisa
melayani masyarakat Indonesia untuk
berobat ke rumah sakit-rumah s_aklt
bertaraf internasional di Malaysia. Dan
dari tahun ke tahun jumlah masyarakat
Indonesia yang ke Malaysia untuk bero-
bat sekaligus berwisata terus meng-
alami kenaikan," kata Tony Fernadez,
Chief Executive Officer Air Asia.

Tony juga menambahkan penumpang
Alr Asia kini dapat makin mudah me-
mesan tempat duduk favorit melalui
program Pick A Seat yang dapat dipe-
san pada saat pemesanana tiket. Dalam
program yang mulai dipasarkan sejak 5

Pre-Book
Snack Attack
Meals Online

essesocccROOOESROBRPORRORAS
SAVE 10% or more on
hot meals when you
pre-order online now!

Februari 2009 tersebut, penumpang da-
pat memilih tempat duduk favorit se-
perti di barisan paling depan (hot seat)
maupun kursi yang dekat dengan pintu
atau jendela (standar seat). "Penum-
pang hanya perlu menambah biaya Rp
15 ribu (standar seat) hingga Rp 75 ribu
(hot seat) untuk bisa mendapatkan kur-
si favorit,"” jelas Tony.

Berobat ke Malaysia, jalan-jalan ke
lokasi wisata menarik, pulang ke Indo-
nesia pasti membawa oleh-oleh yang
sesak memenuhi koper. Cemas beban
bagasi akan over weight tak perlu ter-
jadi karena Air Asia juga menawarkan
program Supersize and Save. Program
ini menawarkan fleksibilitas yang lebih
terhadap beban bagasi melalui Supersi-
ze Regular, Supersize Medium dan Su-
persize Large (tarif sesuai dengan nega-
ra bersangkutan).

Program yang mulai berlaku pada 13
Januari 2009 ini memungkinkan calon
penumpang hemat biaya sebesar 50
persen dan terhindar dari beban kele-
bihan biaya bagasi pada saat check-in,
Tetapi syaratnya, calon penumpang ha-
rus membeli Supersize and Save secara
online. Contoh misalnya, penumpang
membawa bagasi seberat 15 kg, bila
membeli Supersize and Save biayanya
hanya Rp 15 ribu. Tetapi bila tidak
membeli Supersize and Save akan dike-
nakan biaya bagasi sesuai dengan har-
ga normal yakni Rp 30 ribu,

Pick A Seat

Be.ll melalui online dan LETETUE
Pilihan kursi Anda lebih dahulu

eel

Program Promo lainnya yang tak ka-
lah menariknya adalah pree book ma-
kanan secara online dengan diskon 10
persen. "Penumpang bisa lebih enjoy
menikmati makanan di dalam pesawat
dengaq diskon khusus. Atau mereka hi-
sa menikmat minuman khas Malaysia
teh tarik di dalam pesawat," kata Tony.
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